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Dengan hormat,

Perkenankanlah Kami SULISTIONO, SH., IKI DULAGIN, SH,.MH.,,
SUSILANINGTYAS, SH., ANDI MUTTAQIEN, SH., ABDUL HARIS, SH., JUDIANTO
SIMANJUTAK, SH., ERASMUS CAHYADI, SH., Semuanya adalah Advokat dan
Pengabdi Bantuan Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKAT MASARAKAT
ADAT NUSANTARA, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Tebet Utara II C
No.22 Jakarta Selatan DKI Indonesia Telp/Fax. 021-8297 954, bertindak bersama-
sama dan/atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama :

1. ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), dalam hal ini
berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar (AD), diwaikili oleh:

Nama : IR.ABDON NABABAN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 2 April 1964

Kewarganegaran : Indonesia

Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL (SEKJEND) AMAN

Alamat : Jalan Tebet Utara II C No.22 Jakarta Selatan DKI
Indonesia Telp/Fax. 021-8297 954

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..........ccccccuesiseien v s sssnsennnn. PEMOHON 1

2. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KUNTU Kabupaten
Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh;

Nama : H. BUSTAMIR

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Kuntu, 26 Maret 1949

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Khalifah Kuntu, dengan Gelar Datuk Bandaro
Alamat : Jalan Raya Kuntu Rt/Rw 002/001

Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
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3. KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CISITU Kabupaten Lebak
Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh;

Nama : H. MOCH. OKRI alias H. OKRI
jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 10 Mei 1937
Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Olot Kesepuhan Cisitu

Alamat : Kesepuhan Cisitu, Rt/Rw 02/02

Desa Kujangsari, Kecamatan Cibeber
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Untuk selanjutnya secara keseluruhan PEMOHON tersebut disebut PARA PEMOHON,
dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa
“negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa
“hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”,
Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih
ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;

I. PENDAHULUAN

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yaitu untuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan
seterusnya,... Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar
dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara
agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Oleh karena itu maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk
tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945 tersebut;

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sektor kehutanan
sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun
Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU
Kehutanan). Pasal 3 UU Kehutanan menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan
kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan
berkelanjutan;
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Faktanya selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan
sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat
atas wilayah hutan adat-nya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang
selanjutnya justeru atas nama negara dijual/diberikan/diserahkan kepada para
pemilik modal untuk dieksploitasi dengan tanpa memperhatikan hak serta kearifan
lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayan tersebut, hal ini menyebabkan
terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan
pengelola baru atas hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi disebagian besar
wilayah negara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya
arus penolakan atas pemberlakukan UU Kehutanan;

Arus penolakan terhadap pemberlakuan UU Kehutanan ini disuarakan secara terus
menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat, yang tercermin dalam aksi-aksi
demonstrasi, dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga negara termasuk
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahkan ke aparat penegak hukum, namun upaya-
upaya penolakan di lapangan ditanggapi dengan tindakan-tindakan kekerasan dari
negara dan swasta. Bagi kesatuan masyarakat hukum adat, UU Kehutanan
menghadirkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan
masyarakat hukum adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun-
temurun. Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat
melainkan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangun
peradaban di wilayah adatnya. Sayangnya, klaim negara atas kawasan hutan selalu
dianggap lebih sahih ketimbang klaim masyarakat adat. Padahal hak masyarakat adat
atas wilayah adat yang sebagian besar diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara,
selalu jauh lebih dahulu adanya dari hak Negara;

Dalam prakteknya, pemerintah sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan
hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan
masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang bahkan pada kenyataannya
telah ada pemukiman-pemukiman masyarakat adat di dalamnya. Data Kementerian
Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957
desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut
menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Secara umum, masyarakat yang
tinggal dan hidup di desa-desa di dalam dan sekitar hutan baik yang mengidentifikasi
diri sebagai masyarakat adat atau masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan. CIFOR
(2006) menyebutkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar
hutan merupakan masyarakat miskin. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan
2010-2014 menunjukkan bahwa pada tahun 2003, ada sekitar 10,2 juta orang miskin
yang berada di sekitar wilayah hutan. Sementara itu data lain yang dirilis oleh
Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2007
memperlihatkan masih terdapat 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar
kawasan hutan.

Beberapa tipologi konflik menyangkut kawasan hutan terhadadap kesatuan
masyarakat hukum adat akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak terjadi
dilapangan, adalah:
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1. Kesatuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan (sebagaimana yang dialami
oleh Pemohon II), dan;

2. Kesatuan masyarakat hukum adat dengan pemerintah (sebagaimana yang
dialami oleh Pemohon III);

Dua bentuk konflik menyangkut kawasan hutan tersebut menggambarkan bahwa
pengaturan tentang kawasan hutan di Indonesia tidak memperhatikan klaim kesatuan
masyarakat hukum adat atas wilayah adat-nya. Padahal kesatuan masyarakat
hukum adat mempunyai sejarah penguasaan tanah dan sumber daya-nya sendiri
yang berimbas pada perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk pemerintah
(negara) terhadap kawasan hutan. Dalam kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum
adat belum memperoleh hak-hak yang kuat atas klaimnya tersebut sehingga tidak
jarang mereka justeru dianggap sebagai kriminal ketika mereka mengakses kawasan
hutan yang mereka akui sebagai wilayah adat. Dimasukkannya hutan adat sebagai
bagian dari hutan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat
(3) dan pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan adalah pokok soal utama dalam hal ini.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak
tepat terhadap hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang
merupakan kawasan hutan adat-nya;

Dikatakan tidak tepat karena UU Kehutanan tidak memperhatikan aspek historis dari
klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat-nya. Kesatuan masyarakat
hukum adat telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia. Kenyataan
ini bahkan disadari secara sungguh-sungguh oleh para pendiri bangsa yang tercermin
dari perdebatan-perdebatan yang serius tentang keberadaan masyarakat adat dalam
sidang-sidang Badan Perjuangan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);

Perdebatan-perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI tentang masyarakat adat dalam
konteks negara yang sedang dibangun pada saat itu kemudian terkristalisasi dalam
Pasal 18 UUD 1945. Dalam penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen)
dikemukakan bahwa: “dalam territoir Negara Indonesia terdapat k. 250
Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali,
negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai
daerah yang bersifat istimewa”;

Selanjutnya disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan
daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-
daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”;

Dengan penjelasan itu, para pendiri bangsa hendak mengatakan bahwa di Indonesia
terdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli. Istilah
'susunan asli’ tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan masyarakat yang
mempunyai sistem pengurusan diri sendiri atau Zelfbesturende landschappen atau
kesatuan masyarakat hukum adat. Bahwa pengurusan diri sendiri itu terjadi di
dalam sebuah bentang lingkungan (landscape) yang dihasilkan oleh perkembangan
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masyarakat, yang dapat dilihat dari frasa yang menggabungkan istilah Zelfbesturende
dan landschappen. Artinya, pengurusan diri sendiri tersebut berkaitan dengan sebuah
wilayah. Hendak pula dikatakan bahwa penyelenggaraan Negara melalui
pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan apalagi sengaja dihapuskan oleh
pemerintah;

Secara sosiologis, kesatuan masyarakat hukum adat memiliki keterikatan yang sangat
kuat pada hutan dan telah membangun interaksi yang intensif dengan hutan. Di
berbagai tempat di Indonesia, interaksi antara masyarakat adat dengan hutan
tercermin dalam model-model pengelolaan masyarakat adat atas hutan yang pada
umumnya didasarkan pada hukum adat, yang biasanya berisi aturan mengenai
tatacara pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya,
penggembalaan ternak, perburuan satwa dan pemungutan hasil hutan. Padahal
Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal
dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, Lembo pada
masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada masyarakat Dayak di
Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada
masyarakat Batak di Tapanuli Utara, dan sebagainya;

Praktek-praktek tersebut menunjukan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat
telah melakukan pengelolaan sumberdaya alam (hutan) secara turun-temurun. Pola-
pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan
alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat
beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan
lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi (Suhardjito, Khan,
Djatmiko, dkk);

Pada dasarnya, adanya suatu regulasi yang secara khusus mengatur tentang
bagaimana sumber daya alam berupa hutan dilindungi dan dimanfaatkan adalah
sesuatu yang penting dan merupakan keharusan, supaya sumber daya alam berupa
hutan yang ada dan dimiliki oleh bangsa ini dapat di kelola dan dimanfaatkan secara
baik dan lestari dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara berkeadilan, namun apabila dan ternyata dalam pelaksanannya UU Kehutanan
ini telah digunakan untuk mengusur dan mengusir kesatuan masyarakat hukum adat
dari kawasan hutan adat mereka, yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan mereka, atas dasar pemikiran tersebut maka PARA
PEMOHON secara tegas menyatakan menolak keberadaan dan keberlakuan Pasal 1
angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5
ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara,
dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa “pemerintah menetapkan
status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
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II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di
bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang
hasil Pemilihan Umum”;

3.  Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak
atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap
UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003, yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap
UUD RI tahun 1945";

4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 1 angka (6)
sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo.
Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; (a)
Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan
permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan
ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi
penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai
“guardian” dari “constitutional rights” setiap warga Negara Republik Indonesia.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang
bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum
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Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian,
memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6)
sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo.
Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; (a)
Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, yang PARA PEMOHON nilai bertentangan dengan semangat dan
jiwa serta pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah

Konstitusi No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

Pengujian UndangUndang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga Negara;

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa
"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam
UUD 1945”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-III/2005 dan
putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat
mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK, sebagai berikut:

a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang
diberikan oleh UUD1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik
dan aktual, setidaktidaknya bersifat potensil yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional dengan undangundang yang dimohonkan
pengujian; dan,



Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadji;

PEMOHON I ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT

10.

11.

12.

13.

14.

Bahwa PEMOHON I adalah pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat
yang legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan
ini dengan menggunakan prosedur organization standing(legal standing);

Bahwa PEMOHON I memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai
pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sabab-akibat
(causa verband) dengan disahkannya dan diberlakukannya UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, sehingga menyebabkan hak konstitusi PEMOHON I
dirugikan;

Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah
prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah
dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-
undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan sendiri;

Bahwa pada praktiknya dalam sistem peradilan di Indonesia, penggunaan legal
standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian
keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain;

a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
terhadap UUD 1945;

b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;

c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan;

d. Dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Bahwa organisasi yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum
adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu :

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan
tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Bahwa PEMOHON I adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar
kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi
manusia di Indonesia dengan focus kesatuan masyarakat hukum adat;

Bahwa tugas dan peranan PEMOHON I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah secara terus-
menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk
memerperjuangkan hak-hak asasi manusia;

Bahwa tugas dan peranan PEMOHON I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, dalam hal ini
mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak
mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan
penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa
membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll. Hal ini tercermin di
dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon;

Bahwa dasar dan kepentingan hukum PEMOHON I dalam mengajukan
Permohonan Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat
dibuktikan dengan Anggaran Dasar PEMOHON;

Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON, disebutkan secara tegas

bahwa AMAN bersifat independen dan nir-laba, dengan fungsi;

a. Sebagai wadah berhimpunnya Masyarakat Adat yang merasa senasib dan
sepenanggungan sebagai korban penindasan, eksploitasi dan perampasan
atas hak-hak adatnya dan yang memiliki kehendak untuk mewujudkan
masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan
bermartabat secara budaya;

Membela dan memberdayakan hak-hak Masyarakat Adat;

c. Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan Masyarakat Adat serta meningkatkan kesadaran politik dan
hukum serta menyiapkan kader-kader penggerak Masyarakat Adat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Bahwa PEMOHON I dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya telah
melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya tersebut. Hal mana ini
telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) yang bahkan hingga ke dunia
internasional;
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

Bahwa beberapa bentuk upaya-upaya dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh
PEMOHON I dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya tersebut adalah
sebagai berikut;

a. Terwujudnya Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), yang
ditanda tangani pada Selasa, 17 Maret 2009, bertempat di Gedung YTKI
Jalan Gatoto Subroto No.44 Jakarta, yang isinya pada intinya menyatakan
bahwa kedua belah pihak (preliminary understanding of parties) dan
merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka “pengarus-
utamaan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia Masyrakat Adat di
Indonesia”;

b. Terwujudnya Piagam Kerjas Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup
dan Masyarakat Adat Nusantara, yang ditanda tangani pada 27 Januari
2010, yang isinya pada intinya adalah “untuk meningkatkan peran
masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup”;

c. Terwujudnya Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentang
Peningkatan Peran Masyarakat Adat Dalam Upaya Penciptaan
Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Adat, yang ditanda
tangani pada Minggu, 18 September 2011;

Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia
yang dilakukan oleh PEMOHON I telah dicantumkan di dalam UUD 1945, yang
dalam permohonan ini terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281
ayat (2), Pasal 281 ayat (4) dan pasal 281 ayat (5);

Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia
yang dilakukan oleh PEMOHON I telah dicantumkan di dalam undang-undang
nasional, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia
yang dilakukan oleh PEMOHON I telah dicantumkan pula di dalam berbagai
prinsip-prinsip hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa selain itu PEMOHON I memiliki hak Kkonstitusional untuk
memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara
ini. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Setiap
orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”;

Sementara itu, persoalan Hak Asasi Manusia menyangkut masyarakat adat yang
menjadi objek UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diujikan
merupakan persoalan setiap umat manusia karena sifat universalnya sehingga
bahkan persoalan HAM tidak hanya menjadi urusan PEMOHON I yang nota-
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27.

28.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

bene langsung bersentuhan dengan persoalan HAM, namun juga menjadi
persoalan setiap manusia di dunia ini;

Bahwa Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan a quo, merupakan wujud dari kepedulian
dan upaya para pemohon untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan hak
asasi manusia di Indonesia;

Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 1 ayat (6), jo. Pasal 4 ayat (3), jo. Pasal 5,
dan Pasal 67 ayat (1 dan 2) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
diujikan dalam permohonan a quo, melanggar hak Kkonstitusi dari
PEMOHON I, secara cara langsung maupun tidak langsung, merugikan
berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus
dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan
pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia termasuk
mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang
selama ini telah dilakukan oleh PEMOHON I;

PEMOHON KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

29.

30.

31.

32.

Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III adalah kesatuan masyarakat hukum adat
yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III memilik kedudukan hukum (legal
standing) sebagai PEMOHON pengujian undang-undang karena terdapat
keterkaitan sebab-akibat (causal verbal) secara langsung dari berlakunya
Undang-undang Kehutanan, sehingga menyebabkan hak konstitusional PARA
PEMOHON dirugikan;

Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III adalah kesatuan masyarakat adat yang
secara faktual menjadi korban langsung maupun tidak langsung yaitu hilangnya
wilayah hutan adatnya, sebagai akibat dari pemberlakuan UU Kehutanan, yang
mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak-hak konstitusional PARA
PEMOHON;

Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III merasa dan menilai hadirnya pasal-pasal
dan ayat-ayat di dalam undang-undang a quo yang diujikan selain telah
menyebabkan PARA PEMOHON kehilangan wilayah hutan adat-nya juga
menimbulkan masalah lain sebagai masalah ikutannya yaitu kehilangan sumber
penghasilan serta terancam pemidanaan baik bagi PARA PEMOHON sendiri
maupun bagi anggota kesatuan masyarakat hukum adatnya;
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

Bahwa PEMOHON II adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian
Kuntu, dengan pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bergelar Datuk
Khalifah, yang merupakan salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat
yang banyak terdapat di Indonesia, yang dalam hal ini merupakan bentuk
kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup di Kampar Kiri
Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Bahwa Kenegerian Kuntu yang dimaksudkan disini adalah nama bagi sebuah
perkampungan (negeri) tua di Provinsi Riau yang sarat dengan sejarah, baik
agama, adat istiadat maupun perannya sebelum dan sesudah kemerdekaan.
Menurut masyarakat setempat Negeri Kuntu telah ada sejak 500 (lima ratus)
tahun sebelum masehi dan kisah panjang negeri tua ini telah lama terukir dalam
lembaran sejarah adat Minang Kabau yakni sebagai wilayah Minang Kabau
Timur atau Kerajaan Kuntu (MD. Mansur Dkk, “Minangkabau Bathara Jakarta,
1970);

Bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sebagai pilar utama hak
konstitusional PEMOHON II, menjadikan hutan adat sebagai sarana terpenting,
untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan dan
meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, demi kesejahteraan diri serta
keluarganya;

Bahwa ketenangan dan ketentraman hidup dengan segala hak, wilayah dan
hukum adat yang ada dan berlaku pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
PEMOHON II mulai terganggu bahkan hilang sejak keluarnya Surat Keputusan
Menteri Kehutanan No. 137/KPTs-11/1997 tentang Izin Usaha Hutan Produksi
dan Hutan Tanaman Industri di bawah bendera group usaha PT. Riau Andalan
Pulp dan Paper (selanjutnya ditulis PT. RAPP) seluas 280.500 (dua ratus delapan
puluh ribu lima ratus) ha;

Bahwa dilapangan pada prakteknya, sebenarnya PT. RAPP sudah melakukan
kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri sejak sekitar tahun 1994, dan
sejak dimulainya kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri ini pula-lah
terjadinya konflik menyangkut wilayah kesatuan masyarakat hukum adat
(termasuk kawasan hutan adat) Kenegerian Kuntu serta beberapa Kenegerian
lainnya dengan PT. RAPP;

Bahwa PT. RAPP beroprasi di wilayah Komunitas Masyarakat Hukum Adat
PEMOHON II didasarkan pada ijin usaha hutan tanaman industri untuk
menunjang kegiatan usaha pulp dan paper (produsen kertas) atau sebagai
penyedia kayu bagi bahan baku pembuatan kertas;

Bahwa akibat kegiatan usaha tanaman industri kayu untuk kebutuhan pulp dan
paper PT. RAPP di wilayah komunitas masyarakat hukum adat PEMOHON II,
telah menyebabkan PEMOHON II kehilangan wilayah hutan adatnya yang
merupakan bagian penting bagi komunitas masyarakat hukum adat PEMOHON
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40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

[ untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan dan
meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, demi kesejahteraan diri serta
keluarganya;

Bahwa berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh PEMOHON
I1, dari total 280.500 (dua ratus delapan puluh lima ratus) Ha, Kawasan Hutan
Produksi dan Hutan Tanaman Industri milk PT. RAPP, diperkirakan seluas 1.700
(seribu tujuh ratus) Ha, ditanam di atas Kawasan Hutan Masyarakat Hukum Adat
Kenegerian KUNTU;

Bahwa PEMOHON III adalah salah satu dari lima belas (15) Kasepuhan yang
tergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) ada di Kawasan
Pengunungan Halimun, dan Kasepuhan Cisitu telah ada sejak Tahun 1621;

Bahwa secara administrasi Kasepuhan Cisitu berada di Kecamatan Cibeber,
Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Ada dua desa yang masuk dalam wilayah
adat Cisitu yaitu; Desa Kujangsari dan Desa Situmulya. Infrastruktur Kasepuhan
akhir-akhir ini berkembang dimana mempunyai beberapa fasilitas umum
seperti; Jalan, saluran air, listrik, gedung sarana pendidikan, Mesjid, Kantor Desa,
Rumah Adat dan Pendopo Adat dan perumahan yang cukup mapan;

Bahwa Populasi warga adat Kasepuhan Cisitu pada tahun 2010, mencapai 676
kepala keluarga (kk) dengan 2.191 Jiwa. Jumlah warga yang laki-laki adalah
1.111 jiwa. Matapencaharian utama masyarakat adat bertani. Khusus hasil
pertanian, padi, tidak diperjualbelikan. Untuk hasil komoditi lainnya boleh
dijual. Kegiatan pertanian sangat produktif dikarenakan lahan yang masih subur
dan sangat membantu dalam ketahanan pangan masyarakat Cisitu.

Bahwa Wilayah adat atau yang disebut sebagai Wewengkon Kasepuhan Cisitu
terletak di sebelah selatan pegunungan Halimun. Secara administratif Negara
wewengkon ini terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi
Banten. Batas-batas wewengkon Kasepuhan Cisitu adalah sebagai berikut;

* Sebelah Utara : Gunung Sangga Buana (Kasepuhan Urug), Bogor

* Sebelah Timur : Gunung Palasari (Kasepuhan Ciptagelar)
* Sebelah Selatan : Muara Kidang (Kasepuhan Cisungsang)
* Sebelah Barat : Gunung Tumbal (Kasepuhan Cisungsang)

Bahwa secara fisiografi, wewengkon Kasepuhan Cisitu merupakan wilayah
perbukitan terjal hingga pegunungan. Wilayah ini dibatasi oleh lembah sungai
yang berbentuk V dengan dasar yang berbatu. Kemiringan diatas 40 % dengan
temperatur rata-rata harian antara 20 - 30 derajat Celsius;

Bahwa berdasarkan pemetaan partisipatif (Bulan Januari 2010), yang difasilitasi
oleh AMAN, JKPP dan FWI, luas wewengkon Kasepuhan Cisitu adalah 7.200
Hektare[2]. Sebelumnya, para kaolotan hanya memperkirakan luas wewengkon

14



47.

48.

49,

50.

51.

52.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

tersebut sekitar 5.000 hektare saja. Pemetaan menggunakan alat Global Position
System (GPS) dan Citra Land Sat;

Bahwa sebenarnya kebijakan penetapan pengelolaan Kawasan Hutan Halimun
Salak sebagai Kawasan Hutan Lindung telah dimulai sejak Pemerintahan Hindia
Belanda pada tahun 1924-1934, kemudian pada tahun 1935 dilakukan
perubahan penetapan kawasan ini menjadi Cagar Alam dan pengelolaannya
dilakukan oleh Jawatan Kehutanan. Bahwa kemudian berdasarkan PP No. 35
Tahun 1963 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, satatus kawasan hutan Cagar
Alam dirubah menjadi Kawasan Taman Nasional yang pengelolaannya
diserahkan kepada Perum Perhutani, dan terakhir berdasarkan SK Menteri
Kehutanan RI No. 282/Kpts-11/1992, pengelolaan kawasan Hutan Taman
Nasional ini diserahkan kepada Balai Taman Nasional Gunung Gede Pengrango;

Bahwa pada awal ditetapkan sebaga Kawasan Hutan Cagar Alam hanya seluas
40.000 Ha, dan kemudian berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 174 /Kpts-
[1/2003, luas Kawasan Hutan Cagar Alam yang telah berubah namanya menjadi
Kawasan Hutan Taman Nasional ditambah luasnya menjadi 113.357 Ha;

Bahwa persoalan muncul ketika berlakunya ketentuan Pasal-pasal dalam UU
Kehutanan yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo serta
adanya penambahan luasan Kawasan Taman Nasional tersebut yang dilakukan
dengan tanpa sepengetahuan, keterlibatan apalagi sepersetujuan PEMOHON III,
ini menyebabkan seluruh wilayah adat (bukan saja kawasan hutan adat)
PEMOHON III masuk dalam kawasan Taman Nasional, sehingga PEMOHON III
dan kesatuan masyarakat hukum adat-nya kehilangan aksess dan hak atas
pemenfaatan dan pengelolaan kawasan adatnya dan bahkan beberapa anggota
kesatuan masyarakat adatnya mengalami tindakan kriminalsasi karena masuk
ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Halimun Salak;

Bahwa PEMOHON III dalam rangka memperoleh kembali wilayah adatnya, saat
ini terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekstensinya serta
mendapatkan pengakuan sebagai komunitas masyarakat hukum adat. Terus
melakukan berbagai upaya, yang mana saat ini salah satu hasil atas upaya yang
telah dilakukan adalah telah didapatnya pengakuan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah Banten dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati (SK
Bupati) tentang pengakuan keberadaan dan wilayah Cisitu;

Bahwa amat disesalkan, meskipun PEMOHON III saat ini pada akhirnya
mendapatkan pengakuan dari Pemeritah Kabupaten Lebak, namun pengakuan
ini tidak serta merta mengembalikan kekuasaan dan kewenangan PEMOHON III
atas wilayah kawasan masyarakat hukum adatnya yang saat ini menjadi
Kawasan Taman Nasional;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON II dan PEMOHON III
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian
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IV.

53.

54.

55.

56.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband)
dengan diundangkannya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, yang menyebabkan hak-hak konstitusional PEMOHON II dan
PEMOHON III secara faktual dirugikan;

PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG (HAK UJI MATERIIL)

Bahwa PARA PEMOHON sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama didepan hukum”;

Bahwa PARA PEMOHON juga berhak untuk mengembangkan dirinya, dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya,
dan kesejahteraan umat manusia;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas PARA PEMOHON telah memenuhi
kualitas maupun kapasitas sebagai PEMOHON “Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat” dan PEMOHON “Badan Hukum Privat” dalam pengujian Undang-undang
terhadap Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51
huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, karena PARA PEMOHON memiliki hak dan kepentingan
hukum serta mewakili kepentingan public untuk mengajukan permohonan
pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3)
sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan
statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3)
sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 UU Kehutanan terhadap Undang
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pasal-pasal dalam UU Kehutanan tersebut, melanggar jaminan bagi para
korban untuk tidak mengalami diskriminasi, jaminan bagi para korban untuk
mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, jaminan bagi para korban untuk
mendapatkan perlindungan dari undang-undang, jaminan bahwa undang-
undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-
prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara
yang beradab. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan PARA PEMOHON yang
dirugikan oleh Pasal-pasal dalam UU Kehutanan, sebagaimana disebutkan dan
diuraikan selanjutnya dalam alasan-alasan permohonan, merupakan kerugian
PARA PEMOHON baik sebagai lembaga yang mewakili kepentingan hukum
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Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
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korban sebagai individu, maupun sebagai kelompok kesatuan masyarakat
hukum adat yang menjadi subjek korban dari undang-undang tersebut;

V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

RUANG LINGKUP PASAL, AYAT DAN FRASA DALAM UU NO. 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

31. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Kehutanan berbunyi;
“hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum
adat”;

32. Bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi;
“penguasaaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum
adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional’;

33. Bahwa ketentuan Pasal 5 UU Kehutanan, menyatakan;

Ayat (1) “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari;

a. Hutan Negara, dan;
b. Hutan hak;

Ayat (2) “hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat
berupa hutan adat”;

Ayat (3) “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada
dan diakui keberadaannya”;

Ayat (4) “apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali
kepada Pemerintah”,

34. Bahwa ketentuan Pasal 67 UU Kehutanan, menyatakan;
Ayat (1) “masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyatannya masih ada

dan diakui keberadaannya berhak:

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari masyarakat adat yang bersangkutan;

b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

¢. Mendapatkan = pemberdayaan dalam  rangka  meningkatkan
kesejahterannya”;
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Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

Ayat (2) “pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah”;

Ayat (3) “ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Daerah”;

PASAL 1 ANGKA (6) SEPANJANG FRASA “NEGARA”, JO. PASAL 4 AYAT (3)
SEPANJANG FRASA “DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL”, JO. PASAL 5 AYAT (1)
SEPANJANG FRASA “HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI; (a)
HUTAN NEGARA, DAN; (b) HUTAN HAK”, AYAT (2), AYAT (3) SEPANJANG
FRASA “PEMERINTAH MENETAPKAN STATUS HUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANG
MENURUT KENYATAANNYA  MASYARAKAT HUKUM ADAT  YANG
BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA”, DAN AYAT (4) UU
NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-
PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DITEGASKAN DI DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD
1945

36. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan,
“Negara Indonesia adalah negara hukum”;

37. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddigie
mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan
konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut
sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan
hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang
bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam
hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa;

38. Bahwa suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno,
adalah “..didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus
dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari
segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena
maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk
menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan
hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi
demokratis, dan (4) tuntutan akal budi” (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika
Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, hal
295);

39. Bahwa untuk memenuhi unsur-unsur agar disebut sebagai negara hukum,
khususnya dalam pengertian rechtstaat, Julius Stahl mensyaratkan beberapa
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40.

41.

42,

43.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
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sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945

prinsip, yang meliputi: a. Perlindungan hak asasi manusia (grondrechten); b.
Pembagian kekuasaan (scheiding van machten); c. Pemerintahan berdasarkan
undang-undang (wetmatigheid van bestuur); dan d. Adanya peradilan
administrasi tata usaha negara (administratieve rechspraak);

Bahwa berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie, sedikitnya terdapat 12
prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini.
Keseluruhannya merupakan pilar utama yang menyangga berdiri dan tegaknya
suatu negara, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang
sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut meliputi: a. supremasi hukum
(supremasi of law); b. persamaan dalam hukum (equality before the law); c. asas
legalitas (due process of law); d. pembatasan kekuasaan (limitation of power); e.
organ-organ eksekutif yang bersifat independen (independent executive organ); f.
peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and independent judiciary);
g. peradilan tata usaha negara (administrative court); h. peradilan tata negara
(constitusional court); i. perlindungan hak asasi manusia (human rights
protection); j. bersifat demokratis (democratische rechstaat); k. berfungsi sebagai
sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfare rechtsstaat); i. transparansi
dan kontrol sosial (tranparency and social control);

Bahwa dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya, adalah
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan
terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka
mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia
sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat
bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan
kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan
hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi
konstitusi suatu negara yang menganut negara hukum—rule of law, harus
mengikuti perumusan hak-hak dasar (constitution based on human rights). Selain
prinsip the supremacy of law, dan equality before the law;

Bahwa penekanan A.V. Dicey juga ditegaskan oleh Eric Barendt. Dikatakannya,
bahwa karakteristik dari dokumen konstitusi, yang terutama adalah
memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Selain keharusan untuk
memberikan batasan pada kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta mendorong
penguatan dan independensi institusi peradilan;

Bahwa hak asasi manusia adalah substansi dari negara hukum juga dikatakan
oleh Brian Z. Tamanaha, dalam bukunya “On The Rule of Law”. Dinyatakan
Tamanaha, bahwa substansi dari the rule of law adalah pada pemenuhan hak
asasi manusia. Menurutnya hak individu, hak atas keadilan dan tindakan yang
bermartabat, serta pemenuhan kesejahteraan sosial, menjadi inti dari the rule of
law. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi, adalah
instrumen atau prosedur untuk mencapai kesejahteraan yang menjadi
substansi;
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44,

45.

46.

47.

48.

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan
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“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,
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Bahwa pengertian negara hukum Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 dan
Pancasila, menurut Simorangkir, adalah berbeda dengan pengertian negara
hukum dalam kerangka rechtsstaat, seperti yang berlaku di Belanda. Akan tetapi
lebih mendekati negara hukum dalam pengertian rule of law;

Bahwa Moh. Mahfud MD, juga memberikan pendapat yang senada dengan
Simorangkir. Dikatakan Mahfud, penggunaan istilah rechtsstaat dalam UUD 1945
sangat berorientasi pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental, namun
demikian, bilamana melihat materi muatan UUD 1945, justru yang terlihat
kental adalah meteri-materi yang bernuansakan anglo saxon, khususnya
ketentuan yang mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia;

Bahwa menurut Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah negara
hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara
harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk
hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum
berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu
sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai
pertanggungjawaban jika dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-
batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan
hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi
kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia.
Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur
penting dalam sebuah negara hukum;

Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep
negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan dalam Bab XA (Pasal
28A sampai 28]) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus
penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum yang
demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;

Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta,
harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh
Jimly Asshiddiqie, dari Wolfgang Friedman dalam bukunya, “Law in a Changing
Society”, membedakan antara organized public power (the rule of law dalam arti
formil), dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti materil). Negara
hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti
sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum
tentu menjamin keadilan substanstif. Negara hukum dalam arti materiel
(modern) atau the rule of just law merupakan perwujudan dari Negara hukum
dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang
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menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-
undangan dalam arti sempit;

49. Bahwa ketentuan Pasal-pasal a quo, jelas tidak mencerminkan aturan yang jelas,
mudah dipahami, dan sulit untuk dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan
dalam Pasal-pasal a quo yang mengandung unsur-unsur diskriminasi terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat, serta bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundangan yang lebih tinggi (UUD 1945) adalah merupakan bentuk
pelanggaran atas konsep negara hukum (rule of law) dimana “a legal system in
which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced”;

50. Bahwa rule of law dapat dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear,
well-understood, and fairly enforced”. Dengan satu ciri-ciri antara lain persamaan
di depan hukum (equality before the law), dan kepastian hukum yang
mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;

51. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3)
sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan
statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2) sepanjang
frasa “hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa
hutan adat”, Ayat (3) sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4) undang-undang a quo, telah
melanggar prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah ciri negara hukum
atau rule of law karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan
transparansi, yang diakui dan diatur dalam konstitusi, yang menjadi sa;ah satu
prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum;

PASAL 1 ANGKA (6) SEPANJANG FRASA “NEGARA”, JO. PASAL 4 AYAT (3)
SEPANJANG FRASA “DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL”, JO. PASAL 5 AYAT (1)
SEPANJANG FRASA “HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI; (a)
HUTAN NEGARA, DAN; (b) HUTAN HAK”, AYAT (2), AYAT (3) SEPANJANG
FRASA “PEMERINTAH MENETAPKAN STATUS HUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANG
MENURUT KENYATAANNYA  MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG
BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA”, DAN AYAT (4),
SERTA PASAL 67 UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN,
BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM, SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

52. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan
ciri dari negara hukum atau rule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara
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hukum”, dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa
ditiadakan;

53. Bahwa asas kepastian hukum yang adil juga merupakan prinsip penting dalam
negara hukum (rule of law) juga dapat dimaknai sebagai “a legal system in which
rules are clear, well-understood, and fairly enforced”. Kepastian hukum ini
mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;

54. Bahwa Negara hukum juga mesti mengikuti konsep hukum, yang oleh Gustav
Radbruch diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) general precepts, yaitu:
purposiveness, justice, and legal certainty (lihat penjelasan mengenai konsep
Radbruch dalam Torben Spaak, “Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav
Radbruch”);

55. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller
dalam bukunya The Morality of Law (moralitas Hukum), diantaranya yaitu;

a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh
rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk
kejelasan;

b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap
waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya
kepadanya;

d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan
dengan pelaksanaan senyatanya;

56. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat
(3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan
statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2) sepanjang
frasa “hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa
hutan adat”, Ayat (3) sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 Undang-
undang a quo, telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

PASAL 1 ANGKA (6) SEPANJANG FRASA “NEGARA”, JO. PASAL 4 AYAT (3)
SEPANJANG FRASA “DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL”, JO. PASAL 5 AYAT (1)
SEPANJANG FRASA “HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI; (a)
HUTAN NEGARA, DAN; (b) HUTAN HAK”, AYAT (2), AYAT (3) SEPANJANG FRASA
“PEMERINTAH MENETAPKAN STATUS HUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANG
MENURUT KENYATAANNYA  MASYARAKAT HUKUM ADAT  YANG
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BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA”, DAN AYAT (4)
UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TELAH MEMBATASI HAK-HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI DEMI
MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP, DAN HAK ATAS RASA AMAN, SERTA
UNTUK BEBAS DARI RASA TAKUT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28C
AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945

57.

58.

59.

60.

61.

Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional
bagi setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Disebutkan di dalam Pasal
tersebut bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan untuk
mendapatkan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk
bebas dari rasa takut. Dalam Pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwa,
“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Bahwa bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hak
keamanan sebagai hak dasar yang tidak boleh terabaikan dalam pemenuhannya.
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia,
pada TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alinea kedua
Piagam menyebutkan, “Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang
melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak
mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak
keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan
atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan
tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam
masyarakat.”;

Bahwa hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak asasi
manusia yang sifatnya pokok dan mendasar, karena akan berpengaruh terhadap
pemenuhan hak-hak lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bagian Ketiga
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan
terhadap hak untuk mengembangkan diri terdapat dua dimensi pengakuan
sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil dan politik, serta hak
ekonomi, sosial dan budaya;

Bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan
bagi setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
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62.

63.

64.

65.

66.

67.
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martabat, dan hak miliknya. Sebagiamana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak
miliknya”;

Bahwa dalam pelaksanaan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia, di dalamnya berlaku beberapa prinsip dasar. Diantaranya adalah
prinsip indivisibility, serta prinsip interdependence dan interrelatedness;

Bahwa prinsip indivisibility memiliki pengertian bahwa seluruh komponen hak
asasi manusia memiliki status yang sama dan setara, tidak ada yang lebih
penting daripada yang lain. Oleh karena itu, jika ada penyangkalan atas satu hak
tertentu, maka akan langsung menghambat penikmatan hak lainnya;

Bahwa prinsip interdependence dan interrelatedness ingin menegaskan bahwa
tiap hak akan berhubungan dan menyumbang pada pemenuhan hak dan
martabat orang. Hak atas kesehatan misalnya tergantung pada pemenuhan hak
atas pembangunan, hak atas pendidikan dan hak atas informasi;

Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, maka pembatasan atas hak
untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hak
atas rasa aman, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar
lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan,
hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda, dan lainnya;

Bahwa keberadaan ketentuan pasal-pasal pada UU a quo telah membatasi hak
konstitusional PARA PEMOHON untuk mengembangkan diri, dalam rangka
memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia di wilayah kesatuan
masyarakat hukum adatnya hanya karena wilayahnya itu dijadikan Kawasan
Hutan Taman Nasional dan/atau diberikan kepaada perusahaan untuk dijadikan
kawasan tambang, perkebunan kelapa sawit besar atau hutan tanaman
insdustri;

Bahwa ketentuan pasal-pasal pada UU a quo terbukti telah menciptakan rasa
ketakutan dan merampas rasa kenyamanan, keutuhan, kewenangan untuk
mengelola dan memanfaatkan semua potensi dan sumberdaya alam yang ada di
wilayah PARA PEMOHON sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidupnya:

PASAL 1 ANGKA (6) SEPANJANG FRASA “NEGARA”, JO. PASAL 4 AYAT (3)
SEPANJANG FRASA “DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL”, JO. PASAL 5 AYAT (1)
SEPANJANG FRASA “HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI; (a)
HUTAN NEGARA, DAN; (b) HUTAN HAK”, AYAT (2), AYAT (3) SEPANJANG FRASA
“PEMERINTAH MENETAPKAN STATUS HUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANG
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MENURUT KENYATAANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT  YANG
BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA”, DAN AYAT (4),
SERTA PASAL 67 UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGAKUAN IDENTITAS BUDAYA
DAN PENGHORMATAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-
HAK TRADISIONALNYA, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 18B AYAT (2)
DAN PASAL 281 AYAT (3) UUD 1945

68. Bahwa ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang”, adapun ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban”;

69. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD
1945 tersebut, secara eksplisit telah ditentukan bahwa;
a. Negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
b. Negara berkewajiban untuk menghormati identitas budaya dan hak-hak
tradisional dari masyarakat hukum adat;

70. Bahwa pasal di atas telah secara jelas dan tegas mememerintahkan kepada
Negara melalui pemerintah untuk;
1. Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya;
2. Menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional dari masyarakat
hukum adat;

71. Bahwa rumusan tentang subjek masyarakat hukum adat, objek hak masyarakat
adat serta hak masyarakat hukum adat, telah banyak dirumuskan oleh para
pakar hukum adat yang dalam rangka mempermudah dapat dilihat dari uraian
berikut;

72. Bahwa rumusan tentang subjek dari masyarakat hukum adat di Indonesia
nerupakan masyarakat atas kesamaan territorial (wilayah), geneologis
(keturunan), dan territorial-geneologis (wilayah dan keturunan), sehingga
terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat
lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto-sutanto,
1999; Titahelu 1998);

73. Bahwa yang menjadi objek dari hak masyarakat hukum adat adalah hak atas
wilayah adatnya (hak ulayat) yang meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan),
dan binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam tanah), bahan
galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan ari, di dalam
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74.

75.

76.

77.
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air, maupun bagian tanah yang berada dialamnya. Adapun wilayah adat ini
mempuntai batas-batas yang jelas baik secara factual (batas alam atau tanda-
tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar), yang
mana untuk melihat bagaimana hukum adat mengaur dan menetukan hubungan
dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah
dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahdi 1991 dalam Abdurahman &
Wenyzel 1997);

Bahwa adapun hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya,

mencakup;
a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman,
bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan wilayah

permukiman/persawahan baru, dll), dan pemeliharaan tanah;

b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah
(memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu);

c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli,
warisan, dll);

Bahwa menurut Maria Sumardjono (1999), dalam bahasa sederhananya untuk

melihat kriteria penentu diakui dan dihormatinya masyarakat hukum adat dan

identitas serta hak-halnya adalah dari;

a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenubhi ciri-ciri tertentu sebagai
subjek hak ulayat;

b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum
(ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;

c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain
serta perbuatan-perbuatan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa masyarakat
hukum adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus (eksklisif: tidak
tumpang tindih dengan hak lain), di mana masyarakat hukum adat dapat
melestarikan, memanfaatkan (termasuk membudidayakan), memasarkan hasil-
hasil kekayan alam yang berada di dilayah adatnya, serta hak tersebut tidak bisa
dipindah tangankan kepada pihak lain di luar masyarakat hukum adat tersebut,
karenanya kemudian identitas budaya serta hak masyarakat hukum adat
mendapatkan perhatian dan perlindungan yang tagas dalam UUD 1945;

Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal dalam UU Kehutanan yang
diujikan dalam permohonan a quo, yang secara tegas telah menyebabkan
terjadinya perampasan dan penghancuran atas masyarakat hukum adat beserta
wilayah masyarakat hukum adat serta hak-haknya, mejadikan ketentuan-
ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)
UUD 1945;
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PASAL 67 UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN BERTENTANGAN
DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA,
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945

78. Bahwa prinsip-prinsip pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah secara tegas diatur dalam
Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang”;

79. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut,
maka menjadi jelas, bahwa pengakuan dan penghormatan atas kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara
hukum adalah merupakan kewajiban Negara;

80. Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya tersebut telah secara jelas
dan tegas disebutkan akan diatur dalam undang-undang;

81. Bahwa karena perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya melalui undang-undang merupakan amanat Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945, sehingga undang-undang tersebut merupakan masuk kedalam
kategori undang-undang organic (undang-undang yang pembentukannya
didasarkan pada amanat UUD 1945);

82. Bahwa berdasarkan uraian d atas, maka pengaturan ketentuan dalam Pasal 67
UU Kehutanan yang pada intinya mengatur tentang tata cara pengukuhan
keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan
Daerah (Perda) adalah jelas merupakan pengaturan yang inskonstitusional,
sebab secara nyata bertantangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2)
UUD 1945.

VI. PETITUM
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus
permohonan uji materiil ini untuk memutus sebagai berikut:
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. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-undang yang
diajukan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal
4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang
frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b)
Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa “pemerintah menetapkan
status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan
adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat
yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4) ,
serta Pasal 67 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka (6) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca “hutan adat adalah
hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”;

. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca “penguasaaan hutan
oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang
kenyataannya masih ada”;

. Menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca;
Ayat (1) “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari;
a. Hutan Negara,
b. Hutan hak, dan;
c¢. Hutan adat;
Ayat (2) “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

. Menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 67 UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat dengan segala akibat hukumnya;

. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
mempunyai putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et
bono.

Jakarta, 19 Maret 2012
Hormat kami,
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TIM ADVOKAT MASYARAKAT ADAT NUSANTARA,

SULISTIONO, SH. IKI DULAGIN, SH., MH.
ANDI MUTTAQIEN SH.. SUSILANINGTYAS, SH.
ABDUL HARIS, SH. ERASMUS CAHYADI, SH.
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